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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG 
 

       Nomor  : 903/06/KEP.DPRD/2011 
       Lampiran : 1 (Satu) Berkas  

 

 
T E N T A N G 

 
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2010 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN SUMEDANG  
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;  

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 
2010;   

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b 

perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat  (Berita 

Negara RI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dab Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851) ; 
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  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569) ; 

 

  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

 

  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupusi Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

 

  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 

  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusii Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
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tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4540); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4614); 

 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 1 Seri A); 

 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5); 

 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 

 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1); 

 

  22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 
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Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sumedang yang membahas tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun  Anggaran 2010; 

 
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Sumedang tanggal 

12 Juli 2011 
 

M E M U T U S K A N 
   
Menetapkan :  

 
KESATU 
 
 
 

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang. 

K E D U A 
 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 Ditetapkan di   : S U M E D A N G 

Pada tanggal   :  12 Juli 2011 
 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

K E T U A, 

 
                                             ttd 
 

YAYA WIDARYA 
 

 
WAKIL KETUA 

 
 

ttd 
 
 
 

ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi 

WAKIL KETUA 
 

 
ttd 

 
 
 

Drs. H. SARNATA 

WAKIL KETUA 
 
 

ttd 
 
 
 

Ir. EDI ASKHARI 
 
Salinan : 
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 
2. Yth. Bupati Sumedang; 
  -------------------------------------------------------------------------- 


